REPUBLIK INDONESIA

No.607, 2019 KEMENKEU. Usulan. Penelitian. Penetapan.
Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 /PMK.06/2019
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN
PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan
penghapusan Piutang Negara/Daerah perlu
menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
31/PMK.05/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul,
Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2005
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 31/PMK.05/2005 tentang Tata Cara Pengajuan
Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang
Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang
Negara/Daerah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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Mengingat

Menetapkan

35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan

Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016
tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian
negara/lembaga pemerintah non kementerian
negara/lembaga Negara.

2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

5. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang
selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang
bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960.

6. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan
negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain,

penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi
Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara,
kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain,
penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal.

9. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kantor Wilayah.

10. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah
Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah.

11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah.

12. Penanggung Utang kepada Negara/Daerah yang
selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan
atau orang yang berutang kepada Negara/Daerah
menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

13. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk
menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari
pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak

menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
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14. Penghapusan  Secara Mutlak adalah  kegiatan
penghapusan Piutang Negara/Daerah setelah
Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan
hak tagih Negara/Daerah.

15. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang
selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari
PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan

masih terdapat sisa utang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Penghapusan

Secara Bersyarat atau Mutlak

Pasal 2
Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:
a. Piutang Negara; dan
b. Piutang Daerah,
yang telah dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAU MUTLAK
ATAS PIUTANG NEGARA/DAERAH

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 3
Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak, sepanjang
menyangkut Piutang Negara ditetapkan oleh:
a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
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